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xPEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel beriku :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba b Be
ت Ta t Te
ث Sa s es (dengan titik di atas)
ج jim j Je
ح Ha h ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d De
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra r Er
ز zai z Zet
س sin s Es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di bawah)
ض dad d de (dengan titik di bawah)
ط Ta t te (dengan titik di bawah)
ظ Za z zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g Ge
ف Fa f Ef
ق qaf q Qi
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
ھ Ha h Ha
ء hamzah ’ Apostrof
ى Ya y Ye
xi
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ’ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fathah a a
 ِا kasrah i i
 ُ ا dammah U u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٔى fathah dan yaa’ Ai a dan i
 َؤ fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلْﻮَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
xii
Harakat dan 
Huruf
Nama Huruf dan 
Tanda
Nama 
 َى…│  َا … Fathah dan alif atau 
yaa’
a a dan garis di atas
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas
 ُو Dhammmah dan 
waw
u u dan garis di atas
Contoh:
تﺎﻣ : maata
ﻰَﻣَر : ramaa
ﻞْﯿِﻗ : qiila
 ُتْﻮُﻤَﯾ : yamuutu
4. Taa’ marbuutah
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
Contoh :
 ُﺔَﺿْوَﺮِﻟﺎَﻔ ْطَْﻻا : raudah al- atfal
 ُﺔَﻨ ْﯾِﺪَﻤﻟاُﺔَﻠِﺿﺎَﻔ ْﻟا : al- madinah al- fadilah
 ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا : al-hikmah
xiii
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.
Contoh :
ﺎَﻨﱠﺑَر : rabbanaa
ﺎَﻨ ْﯿ ﱠﺠَﻧ : najjainaa
 ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq
 َﻢ ﱢﻌُﻧ : nu”ima
 ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.
Contoh :
 ﱞﻲِﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh :
 ُﺲﻤ ﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
xiv
 ُﺔَﻟَﺰﻟ ﱠﺰﻟَا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔَﺴﻠ َﻔ َْﻟا : al-falsafah
 ُدَﻼِﺒ ْﻟَا : al-bilaadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
 َنْوُﺮُﻣْﺎَﺗ : ta’muruuna
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :
Fizilaal Al-Qur’an
xv
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah.
Contoh :
 ِ ٰͿُّﺎﻨ ْﯾ ِد diinullah  ِ ّٰﷲﺎ ِﺑ billaah
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh :
hum fi rahmatillaah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh:
Wa ma muhammadun illaa rasul
xvi
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an
Nazir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh:
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :
s.w.t = subhanallahu wata’ala
s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam
r.a = radiallahu ‘anhu
H = Hijriah
M = Masehi
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR = Hadis Riwayat
KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
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Judul   : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilia Dalam   
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak (Analisis 
Komparatif Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)
Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan kepustakaan yang disebut pula dengan 
istilah Library Research yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat 
terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.Pendekatan yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini yaitu pendekatan  Yuridis, yang mengkaji permasalahan atau persoalan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilia dalam Undang-undang 
No. 35  Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparati Antara Hukum 
Nasional dengan Hukum Islam). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data 
primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab,  buku bacaan,   
naskah sejarah,  sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.
Hasil dari penelitian ini menunjukan perlindungan hukum di Indonesia yang 
tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam pasal 292 :“Orang yang 
cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain suatu kelamin, yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidan 
penjara paling lama lima tahun”. Kemudian dalam pandangan hukum Islam sendiri 
menyatakan bahwa tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam Al-Quran dianggap 
sebagai sesuatu yang terhormat, sebagai penyambung kehidupan, dan hubungan yang sah 
menciptakan suatu larangan khusus dimana pelanggarannya merupakan suatu hukum yang 
berat yaitu zina. Berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran 
bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan bahkan sebelum itu untuk 
dilindungi dan diberikan secara optimal karena Islam memandang penting pembinaan anak sebagai 
calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Cara Refresif  
Oleh karena itu, dalam  upaya pemenuhan hak anak yang terdapat dalam  Konvensi Hak 
Anak mempunyai empat prinsip umum  perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap 
Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak yaitu. Prinsip Nondiskriminasi, Prinsip 
Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan 
Anak, Prinsip Menghargai Pandangan Anak
Implikasi dan tujuan umumnya bahwa untuk semua lapisan masyarakat dan 
khususnya aparat hukum harus memahami dampak buruk terhadap korban tindak pidana 
pedhofilia saling bahu membahu untuk menjaga hak asasi setiap manusia khususnya bagi 
anak dibawah umur dan tatkala penting adalah kita negara hukum harus sadar akan kepastian 
hukum dan harus diberlakukan sesuai koridornya tanpa pandang bulu.
Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilia 
dalam Undang-undang No. 35  Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparati 
Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam) yang bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui 
perlindungan Hukum trerhadap korban tindak pidana pedhofilia, 2) untuk mengetahui sanksi 
kepada pelaku tindak pidana pedhofilia, 3) untuk mengetahui pandangan Hukum Islam 
terhadap kasus pedhofilia.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap 
orang tua yang merupakan cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan 
keluarga.Anak adalah generas mendatang yang diharapakan dapat membawa 
kemajuan dimasa mendatang.
Perlindungan terhadap anak pada suatu Masyarakat atauBangsa, 
merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan 
sesuai dengan kemampuan Nusa dan Bangsa. Kegiatan perlindungan anak 
merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu 
adanya jaminan hukum bagi kagiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perluh 
diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak danmencegah 
penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam 
pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak 
setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kabijakan dan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak 
anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan  kebijakan dan peraturan-peraturan 
tersebut.1
Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri atau 
pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi berguna bagi 
keluarga dimasa datang , bahkan menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Anak wajib 
                                                          
1Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia”(Jakarta: Rajawali 
Pres, 2011), h. 1
1
2dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja ( individu atau 
kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah ) baik secara langsung maupun 
secara tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan korban adalah  mereka 
yang menderita kerugian (mental, fisik, dan sosial), karena tindakan fasif, atau 
tindakan aktif orang lain  atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung 
maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri 
dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, 
dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh 
orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak 
perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik 
maupun sosial 2
Kata Pidana berasal dari kata Starf(Belanda), yang pada dasaranya dapat 
dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan 
kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana.3 Dalam 
penggunaan populer, Pedhofilia berarti kepentingan seksual pada anak–anak atau 
tindakan pelecehan seksual  terhadap anak, sering disebut “ kelakuan pedhofilia”. 
Misalnya, The American Heritage Stedman’s Medical Dictionarymenyatakan, 
“Pedhofilia adalah tindakan atau fantasi dari pihak orang dewasa yang terlibat 
dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak “.Aplikasi umum juga 
digunakan meluas ke minat seksual dan pelecehan seksual terhadap anak-anak 
dibawah umur.Para peneliti merekomendasikan bahwa tidak dapat menggunakan 
                                                          
2Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: Refika 
Aditama, 2012), h. 69
3Ekaputra Mahmud,” Sistem Pidana didalam KHUP dan Pengaturannya Menurut 
Konsep KUHP Baru”(Medan: USU Pres,2010), h. 1
3dihindari, karena orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak 
umumnya menunjukan gangguan tersebut, tetapi beberapa perilaku tidak 
memenuhi standar diagnosa klinis untuk pedhofilia, dan standar diagnosa klinis 
berkaitan dengan masa pubertas.Selain itu, tidak semua Pedhofil benar benar 
melakukan pelecehan tersebut.
Pedhofilia pertama kali secara resmi diakui dan disebut pada akhir abad 
ke-19.Sebuah jumlah yang signifikan didaerah penelitian telah terjadi sejak tahun 
1980-an. Saat ini, penyebab pasti dari pedhofilia belum ditetapkan secara 
menyakinkan. Penelitian menunjukan bahwa Pedhofilia mungkin berkolerasi 
dengan beberapa kelainan Neurologis yang berbeda, dan sering bersamaan dengan 
adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologis psikologis forensic dan 
penegakkan hukum, berbagai tifologi telah disarankan untuk mengkategorikan 
pedhofilia menurut perilaku dan motivasinya4
Diketahui bahwa kasus Pedhoflia merupakan perbuatan melanggar 
hukum sebagaimana mestinya dijelaskan dalam firman Allah SWT.
QS. Al-Isra:17/32:
          
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah 
sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.5
                                                          
4Aries “Pengertian Pedhofilia”,http://arieszanmyprince.blogspot.com/2012/03/Defenisi 
Pedhofilian.html(15 juni 2016)
5Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan 
Kitab Suci Al-Qur’an, 2009), h. 285
4Ayat diatas melarang mendekati zina, bukan saja karena ia dapat 
mengantar kepada pembunuhan karakter dan masa depan. Tetapi juga, lebih –
lebih dewasa ini perzinahan dapat mengantar kepada aborsi yang hakikatnya 
adalah pembunuhan anak. Ayat ini menegaskan bahwa: janganlah mendekati zina 
dengan hal-hal, walau dalam bentuk menghayalkannya, sehingga dapat mengantar 
kepada keterjurumusan dalam keburukan itu, Karena zina adalah perbuatan amat 
keji yang melampaui batas ukuran apa pun dan ia adalah jalan yang buruk dalam 
menyalurkan kebutuhan biologis.6
Terungkapnya kasus kekerasan seksual di Jakarta Internasional School 
(JIS) menjadi perhatian hampir seluruh masyarakat di Indonesia.Masyarakat 
seakan tertampar dengan berita tersebut mengingat kasus terjadi di lembaga 
pendidikan anak bertaraf internasional dan diduga dilakukan oleh pegawai 
sekolah tersebut.Sekertaris Jendral Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI).Erlinda, menyatakan bahkan kepala sekolah JIS, diduga seorang 
Pedhofilia.7
Dalam beberapa tahun terakhir, khasus kekerasan seksual anak di 
Indonesia mengalami peningkatan. KPAI menyebutkan pornografi, kekerasan 
seksual, dan eksploitasi seksual komersial pada anak, pada tahun 2011 tercatat 
sebanyak 329 khasus, atau 14,46 persen dari jumlah khasus yang ada. Sementara 
tahun 2012 jumlah khasus pun meningkat sebanyak 22.6 persen menjadi 746 
khasus. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober, kekerasan seksual 
                                                          
6M. Quraish Shihab “Al-Lubab, Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah Surah Al-
Qur’an (Tanggerang: Lentera Hati, 2012)
77Ratih Prabowosiwidan Daud Bahransyaf, “Pedhofilia dan Kekerasan Seksual : Masalah 
dan Perlindungan Terhadap Anak” (Yogyakarta fak Hukum), h. 29.
5pada anak yang dipantau mencapai 525 kasus atau 15,85 persen. Data ini 
diperoleh melalui pengaduan masyarakat, berita dimedia massa, dan investigasi 
kasus kekerasan seksual anak. Sekretaris Jendral KPAI mengatakan, mayoritas 
korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan presentase 
60 persen laki-laki dan 40 persen perempuan.Adapun profil pelaku dihampir 
semua kasus merupakan orang terdekat anak, bias jadi guru, paman, ayah 
kandung, ayah tiri, dan tetangga. Namun, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 
menemukan melalui penelitian di 21 Negara bahwa tingkat kekerasan yang 
dialami anak perempuan satu setengah hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan 
anak laki-laki, dana sebagian besar kekerasan dialami dalam lingkungan keluarga 
Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual 
secara fisik dan psikis, anak merupakan kaum yang lemah sehingga rentan 
menjadi korban tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual. Penelitian yang 
dilakukan di Universitas Airlangga menyebutkan bahwa mayoritas kekerasan 
terjadi karena adanya ancaman dan paksaan (66,3 %), bujuk rayu (22,5 %). Dan 
dengan menggunakan obat bius (5,1 %) 
Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada 
anak maupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali terungkap karena adanya 
penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Dapat kita lihat dalam beberapa kasus, 
korban anak-anak cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan 
berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Adanya 
kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual  misalnya kondisi 
tidak berdaya  dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual 
6bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit 
kepala ditemui pada korban kekerasdan seksual. 
Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi 
fenomena tersendiri dan menyedot perhatian banyak kalangan.Kasus kekerasan 
seksual pun semakin kompleks mulai dari faktor penyebab dari pelaku hingga 
akibat yang ditimbulkan bagi korban.Berdasarkan hal tersebut, penting untuk 
mengkaji kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang 
dewasa sebagai suatu kelainan seksual atau yang kemudian lebih dikenal dengan 
istilah pedhofilia.Kajian ini merupakan kajian literatur yang mencoba 
mengimformasikan mengenai fenomena pedhofilia dan kekerasan seksual yang 
dapat menjadi ancaman terhadap anak. Melalui literatur dan penelitian yang ada, 
kajian ini juga mencoba untuk menetukan apa yang telah dan dapat di lakukan 
terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kajian ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran dana juga pemikiran mengenai bahayanya pedhofilia 
terhadap keselamatan anak serta memberikan batasan anak. Kajian ini juga 
diharapkan dapat menjadi titik tolak perumusan kebijakan perlindungan terhadap 
anak.8
Dalam bidang kesehatan Pedhofilia diartikan sebagai kelainan seksual 
berupa hasrat ataupun fantasi impflus seksual yang melibatkan anak dibawah 
umur, orang dengan Pedhofilias umumnya harus diatas usia 16 tahun, sedangkan 
anak-anak yang menjadi korban berumuran 13 tahun atau lebih muda (anak pre-
pubertas) 
                                                          
8Ratih Prabowosiwidan Daud Bahransyaf, “Pedhofilia dan Kekerasan Seksual : Masalah 
dan Perlindungan Terhadap Anak” (Yogyakarta fak Hukum), h. 30.
7Pedhofilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur 
kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindakan 
pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak.Pelecehan 
seksual terhadap anak sendiri masing cenderung disempit artikan, terbatas pada 
bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan non-kontak seksual, 
seperti Exhibitionistdan Pornografi.Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak 
signifikan dalam kasus kejahatan seksual; terhadap anak karena adanya 
kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.Bentuk 
manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, 
tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang 
dewasa.Keluguan dengan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan 
seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku 
Pedhofilia untuk menjerat korbannya.Karena itu, dalam khasus pedhofilia, 
penekanannya lebih pada eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat 
ketidakseimbangan antar pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.9
Objek seksual pada Pedhofilia adalah anak-anak dibawah umur, 
Pedhofilia terdiri dari dua jenis yaitu: 
1. Pedhofilia Homoseksual : yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki 
dibawah umur 
2. Pedhofilia Heteroseksual : yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan 
dibawah umur
                                                          
9Muhammad Taufik Mappaodang,”Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedhofilia” Skripsi 
(Makassar fak.Hukum UMI), h.21.
8Secara lebih singkat, Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan 
beberapa tife Pedhofilia.Tipe pertama, mereka yang memiliki perasaan tidak 
mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa.Tipe 
kedua, mereka yang mempunyai perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.10
Dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan yang 
dikenal sebagai Pedhofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang 
dewasa dengan seseorang dibawah umur. Sebelum berlakuknya Undang-Undang 
No 23 Tahun 2002 tentang perlindunagn anak, perbuatan cabul, termasuk 
terhadap anak dibawah umur, diatur dalam pasal 290 KUHP yang berbunyi: 
1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal 
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya 
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum belas 
tahun atau kalau umurnya belum jelas, yang bersangkutan belum waktunya 
untuk dikawinkan
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak 
jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar 
perkawinan dengan orang lain.11
                                                          
10Muhammad Asmawi, “Liku – Liku Seks Menyimpan Bagaimana solusinya” 
(Yogyakarta: Darusalam offset, 2015), h. 95
11Refublik Indonesia, KUHP dan KUHAP ( Jakarta: Pratama Publishing), h. 122
9Sedangkan, ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul 
dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku perbuatan 
cabul, diatur dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi: 
“ orang dewasa yang melakukan perbuatan dengan orang lain sesama kelamin 
yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun” 12
Anak akan menjadi Lost Generation (Generasi yang Hilang) dikarenakan 
orangtua yang tidak cakep dalam mendidik. Hal ini tersebut akan membuat 
mereka menjadi sumber daya yang tidak kompetitip hingga sangat kecil 
kemungkinan untuk mampu bekerja di Sektor Formal dan hal yang demikian pada 
akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau ilegal. 
Penjelasan mengenai Hak Asasi merupakan sesuatu yang sudah semestinya 
melakat pada diri setiap orang. Akan tetapi hak asasi tidak akan pernah diberi 
melainkan  harus direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap 
anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali Hak Asasi anak-
anak yang hilang. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan 
ditengah-tengah masyarakat.Pencanangan gerakan nasional perlindungan anak 
adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna 
menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan 
kepedulian masyarakat agar berperang aktif melindungi anak dari segala macam 
bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembangnya.Berdasarkan dengan uraian diatas. Maka penulis terdorong untuk 
mengangkat sebuah topik skripsi yang berjudul “Perlingdungan Hukum 
                                                          
12Republik Indonesia , KUHP dan KUHAP (Jakarta: Pratama Publishing), h. 113
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Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilia Dalam Undang-Undang No 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Antara 
Hukum Nasional Dan Hukum Islam)”
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, dari 
penjelasan tentang kasus kekerasan seks terhadap anak dibawah umur (Pedhofilia) 
maka rumuskan dari pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam sub 
masalah, yaitu:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedhofilia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus pedhofilia?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul,perlu 
dikemukakan pengertian beberapa kata yang telah disebutkan pada penulisan 
judul. Dari pengertian kata-kata tersebut selanjutnya akan memberikan batasan 
dari judul yang akan dibahas. Adapun kata yang dimaksud adalah :
Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.13
Tindak pidana ialah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana benda yaitu “starbaar feit” starbaar feit, terdiri dari 3 kata yakni starf, 
                                                          
13Rena yulia.Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan 
(Yogyakarta:graha ilmu 2010), h. 50
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baar dan fei. Secara literl"ijk kata “starf” artinya pidana, “baar” artinya dapat 
atau boleh dan “feit” adalah perbuatan.14
Dengan demikian tindak pidana yaitu 
Pedhofilia ialah kondisi yang mempunyai keterkaitan atau hasrat seksual 
terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini ditunjukan kepada 
orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini.15
Hukum Nasional ialah yang merupakan konsep-konsep yang digunakan 
untuk menyampaikan “kehendak” aturan hukum. Termasuk di dalamnya antara 
lain asas hukum, fakta hukum, dan sebagainya. 16
Hukum Islam peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani 
kewajiban) yang akui dan diyakini berlaku mengikat pemeluk agama Islam17
Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup Perlindungan 
Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilia Dalam Undang-Undang No. 
35 Tahun 2014 Tentang Perlindunagn Anak (Analisis Komparatif Antara Hukum 
Nasional Dana Hukum Islam).
                                                          
14
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1 stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori 
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69
15Herri Zan Pieter, Bethsaida Janiwarti, Ns. Marti Saragih, Pengantar Psikopatologi 
Untuk Keperawatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 283-284
16Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum ( suatu kajian filosofis dan sosiologis), (Jakarta: 
Toko Gunung Agung, 2007), h. 254
17Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), h. 3
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D. Kajian Pustaka 
Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang 
telah penulis kumpulkan.Dari beberapa bahan pustaka dapat dirangkum isi 
pokoknya sebagai berikut.
1. Nashriana dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum Pidana Bagi 
Anak di Indonesia. Dalam buku ini menjelaskan tentang upaya upaya 
perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat 
berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara dan 
perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak 
ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan 
kemampuan nusa dan bangsa. Namun, dalam buku ini tidak menjelaskan 
secara detail langkah apa yang harus dilakukan baik selaku orang tua ataupun 
sebagai penegak hukum agar kiranya anak mendapatkan perlindungan yang 
selayaknya. 
2. Abdul Hakim, dalam bukumnya  Perlindungan Anak yang menjelaskan 
perlindungan anak yang serupa merupakan salah satu perlindungan yang 
melalui perdekatan yuridis. Namun, dalam buku tersebut tidak menjelaskan 
bagaimana perlindungan hukum yang dilihat dari beberapa aspek atau 
beberapa pendekatan. Akan tetapi hanya menjelaskan dari sisi pendekatan 
yuridis seperti yang dijelaskan dalam buku tersebut 
3. Eka Putra Mahmud dan khair Abdul, dalam bukunya yang berjudul Sistem 
Pidana Didalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru. 
Menjelaskan secara singkat mengenai pengertian tindak pidana. Akan tetapi 
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dalam buku ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pemberian 
hukuman bagi seseorang atau pelaku tindak pidana
4. Muhammad Asmawi dalam bukunya berjudul Liku liku Seks Menyimpang
dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana solusinya yang lebih kepada 
penjelasan mengenai beberapa tipe pedhofilia akan tetapi dalam buku tersebut 
tidak menjelaskan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku pedhofilia dalam 
dua tipe yang dijelaskan didalam buku tersebut.
5. Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan 
menjelaskan anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban siapa 
saja (individu atau kelompok organisasi swasta ataupun pemerintah) baik 
secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun, dalam buku ini tidak 
menjelaskan secara detail tentang perlindungan hukum terhadap anak.
6. M. Quraish Shihab Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari surah-surah 
Al-Qur’an dalam buku tersebut menjelaskan sebuah ayat yang menjelaskan 
tentang perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang melampaui batas 
dalam ukuran apapun. Akan tetapi tidak menjelaskan secara detail bahwa 
perbuatan zina merupakan suatu perbuatan tindak pidana pedhofilia.akan 
tetapi lebih kepada perbuatan membunuh nyawa orang dan dampak dari 
perbuatan zina itu sendiri 
E. Metodologi Penelitian
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan.Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 
14
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian ini 
merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah 
pengetahuan, juga merupakan suatu usaha  yang sistematis dan terorganisasi 
untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.18
1. Jenis Penelitian 
jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian  kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yang 
menggambarkan secara sistematik, normative,dan akurat terhadap objek yang 
menjadi pokok permasalahan.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian, digunakan pendekatan sebagai berikut :
a. Pendekatan yuridis
Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan 
melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tinjauan 
yuridis tentang kasus anak di bawah umur.Dalam metode inisenantiasa 
berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.
b. Pendekatan syar’i
Syar’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan 
menelaah ayat Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti.19
                                                          
18Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitataif, Kuantitatif, R&D (Bandung: Alfabeta,2012), 
h. 279
19Tim Penulis UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah 
(Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16
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3. Sumber Data
Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-
data primer dan sekunder.
a) Data primer : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai data 
pokok yang dianalisis dalam skripsi ini.
b) Data sekunder :berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil 
dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam perlindungan hukum dan 
hukum pidana terhadap kasus yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap 
anak di bawah umur, untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep 
hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan 
tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.
Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang 
diambil adalah data yang berhubungan dengan materi yang sesuai 
dengan judul yang angkat.
2. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan  skripsi menjadi 
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efektif dan mudah  untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak 
berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
3. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data 
yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok 
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang 
berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari 
sumber bacaan.
b. Analisis data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu 
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari 
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan 
data-data yang berasal dari literatur bacaan.
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) 
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklarifikasi sebagai berikut :
a. Tujuan Umum yaitu :
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Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang kasus korban tindak pidana 
pedhofilia 
b. Tujuan khusus yaitu :
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kasus pedhofilia dalam 
hukum Islam
2. Untuk mengetahui penerapan hukum sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pedhofilia
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak 
pidana kasus pedhofilia
2. Kegunaan 
a) Kegunaan Teoritis
Penelitian inidiharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai
berikut:
1) Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat di pergunakan dan 
dimanfaatkan dalam disiplin ilmu hukum yang mengenai kasus 
pedhofilia.
2) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dengan 
mencoba membandingkan antara Hukum Nasional dan Hukum 
Pidana Islam.
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b) Kegunaan Praktis
1) Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia 
akademisi dan masyarakat mengenai pandangan hukum nasional dan 
hukum Islam tentang kasus pedhofilia.
2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam 
memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi 
penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
KORBAN PEDHOFILIA
A. Perlindungan hukum 
Perlindungan hukum merupakan wujud kepedulian, sekaligus menjadi 
tugas, kewajiban tanggungjawab pemerintah kepada warga negaranya. Hal ini 
diwujudkan dalam bentuk pengaturan hak dan kewajiban warga Negara disemua 
semua bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam peraturan 
perundang-undangan berlaku.
Undang-undang No. 23 Tahun perlindungan anak. Merupakan kepastian 
hukum terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak yang terdapat dalam konvensi hak-
hak anak yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002, dan bagi pelaku 
tindak pidana terhadap hak-hak anak diberikan sanksi hukum pidana.
Khasus konvensi hak anak (Convention of Right Of The Child) pada 20 
November 1989 yang diratifikasikan oleh Indonesia dengan kepres No. 36 Tahun 
1990, sering dipersoalkan karena dengan Kepres tidak mempunyai kekuatan 
hukum seperti undang-undang. Sebenarnya tidak terbatas pada persoalan retifikasi 
dengan Kepres atau dengan undang-undang, tetapi dikarenakan Konvensi Hak-
hak anak tidak mengatur ketentuan pidana.20
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang 
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk 
                                                          
20Maulana Mappaodang, Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pedhofilia ( 
Studi Khasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2013) Skripsi
(Makassar, Fak. Hukum UIN), h. 17
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adanya kesalahan hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan 
celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa 
perinstiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 
dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-sehari  dalam kehidupan 
masyarakat.21
Sehubungan dengan hal pengertian hal pengertian tindak pidana Prof. DR. 
Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan 
pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: 
“bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan 
hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.”
Setelah melihat pemaparan dari pakar hukum mengenai pengertian tindak 
pidana dan beberapa penjelasan lain tentang tindak pidana, penulis menyimpulkan 
bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mempunyai aturan hukum 
yang mengikat, yang apabila dilanggar mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan 
yang berlaku. 
Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka 
yang mula mula kita dapat jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, 
dengan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh 
undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitan Undang-
                                                          
21Kartonegoro, Diklat Kuliah Hukum Pidana  ( Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), h.62
21
Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-
unsur subjektif dan unsur objektif. 
Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala 
sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-
unsur yang hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari di 
pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur-Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah : 
1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (dolus atau Culpa)
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau Pogging seperti yang 
dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
3) Macam-macam maksud atau Oormerk seperti yang terdapat misalnya didalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,
4) Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte Raad seperti yang terdapat 
didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana 
menurut pasal 308 KUHP.
Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1) Sifat melanggar hukum atau Wederrechtelicjkheid;
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai Negeri 
didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan 
menurut pasal 398 KUHP;
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3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 22
Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana 
sebagai berikut:
1) Diancam dengan pidana oleh hukum
2) Bertentangan dengan hukum 
3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 23
Keberadaan hukum didalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat 
diartikan sebagai sarana menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga 
dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat 
dan perbuatan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap konflik yang 
diperkirakan akan terjadi dimasyarakat.
Mengenai tujuan hukum, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan 
tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. 
Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban 
antara perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara 
memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum
Tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori yaitu :
Pertama, teori keadilan (Teori Etis, Aristoteles) yaitu sudut pandangnya 
yang menyatakan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata untuk mencapai 
keadilan antara warga masyarakat.
                                                          
22P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 1997), h. 193.
23Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 88.
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Yang pertama kali menganut toeri ini adalah Aristoteles yang terkenal 
dengan “Teori Etis” yang dikemukakannya dalam buku Ethica Nieo Macheis dan 
Reterico ia menyatakan bahwa tugas hukum adalah memberikan keadilan pada 
warga masyarakat.
Adapun pengertian keadilan menurut Aristoteles ialah memberikan pada 
setiap orang apa yang semestinya diterimanya, untuk itu Aristoteles membagi 
keadilan atas 2 macam, yaitu:
1. Keadilan Distributif: suatu keadilan yang memberi jatah/ imbalan sesuai   
dengan apa yang dilakukan, diberikan, prestasi, dan jasanya. Hal ini banyak 
berlaku di lapangan hukum publik.
2. Keadaan kumulatif : suatu keadilan yang memberikan jatah/ imbalan sama 
banyak terhadap tiap-tiap orang dengan tidak mengingat jasa-jasa/ prestasi 
perseorangannya, konsep ini banyak berlaku di lapangan hukum perdata.
Kedua,Teori Utility (Kemamfaatan, Jeremy Bentham) yaitu Jeremy 
Bentham yang terkenal dengan teori utilisnya (Kegunaan) berpendapat bahwa 
hukum itu memberikan kemambfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat 
luas. Jadi hukum itu bisa saja mengorbankan kepentingan individu /perseorangan 
asalkan kepentingan masyarakat luas terpenuhi.
Ketiga, kepastian hukum (Yuridis Formal, Van Kan) yaitu hukum itu 
bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap manusia/orang sehingga tidak dapat 
diganggu. Jadi meskipun aturan atau pelaksanaan hukum terasa tidak adil dan 
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tidak memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak tidak 
menjadi masalah asalkan kepastian hukum terwujud. 24
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa ada tiga aliran yang bisa 
dicapai oleh tujuan hukum. Menurut Gustaf Radbruch, idealnya setiap aturan 
hukum yang mengatur suatu perbuatan harus mencapai atau mewujudkan ke-3 
aliran tersebut. Tetapi terkadang dalam khasus tertentu, sering terjadi bentrok 
antara ke-3 aliran tersebut. Kadang terjadi bentrok antara nilai keadilan dengan 
kemanaatan atau bentrok antara nilai keadilan dengan kepastian hukum. Untuk 
itu, menurut Gastav Radbuch bila terjadi bentrokan harus dipakai skala prioritas, 
yaitu pertama memprioritaskan keadilan, bari kepastian lalu kemanfaatan.
B. Tindak Pidana Pedhoflia menurut Hukum Nasional 
Sebelum membahas lebih jauh masalah tindak pidana pedhofilia menurut 
hukum nasional yang perlu kita ketahui sebelumnya apa itu  hukum nasional itu 
sendiri. Hukum nasional ( hukum pidana umum)  adalah hukum pidana yang 
berlaku untuk umum, jika istilah hukum pidana digunakan dalam arti luas, maka 
hukum pidana umum ini mencakup kitab undang-undang hukum pidana (hukum 
pidana material) serta peraturan perundang-undangan terkait dan kitab undang-
undang hukum acara pidana (hukum pidana material) serta peraturan perundang-
undangan terkait.25
pedhofilia. Secara harfiah phedofilia berasal dari bahasa yunani yaitu 
paidohilia yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat 
                                                          
24Arfan Efendi, “Tujuan dan Fungsi Hukum,” 
http;//dimensiilmu,blogspot.com/2013/11/tujuan-dan-fungsi-hukum.html (28 Oktober 2016)
25Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di   Indonesia  (Jakarta: Rajawali 
pers, 2013), h. 9.  
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seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering 
ditunjukan kepada orang dewasa yang memiliki kondisi ini. Dalam bidang 
kesehatan pedhofilia diartikan sebagai kelainan seksual yang berupa hasrat atau 
fantasi implus seksual yang melibatkan anak dibawah umur, orang dengan 
pedhofilia umumnya harus diatas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi 
korban berumur 13 tahun atau lebih muda (Anak Pra- Pubertas)
Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada 
anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak 
terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang 
terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, 
karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi 
korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa 
kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka 
merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, 
anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak 
merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan 
peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya 
mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai 
dengan adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa 
ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Finkelhor dan Browne 
(Tower, 2002) mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan 
seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu: 
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1. Pengkhianatan (Betrayal). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi 
korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan 
kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, 
kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam 
anak.
2. Trauma secara Seksual (Traumatic sexualization). Russel (Tower, 2002) 
menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual 
cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya 
menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 
2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis 
karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya. 
3. Merasa Tidak Berdaya (Powerlessness). Rasa takut menembus kehidupan 
korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai 
dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa 
lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam 
bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, 
pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam 
dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002). 
4. Stigmatization. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki 
gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat 
ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan 
untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda 
dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat 
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penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan 
dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan 
inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinas, 
Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).
Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan 
pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa 
menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang 
menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di 
masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.26
Hukum perlindunagan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang perlindungan anak secara umum dikatakan, “ Anak adalah amanah 
sekaligus karunia tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena 
dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus 
di junjung tinggi.27
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang hak-hak anak. dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah 
masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berpartisipasi serta berhak atas 
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fenomolagi-pdf.
27Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional  Anak
Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University 
Press, 2011), h. 86
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perlindungan dari tindakan kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan 
kebebasan. 28
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang 
dikenal sebagai pedhofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa 
dengan seorang dibawah umur. Sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak, perbuatan cabul, termasuk terhadapat anak dibawah 
umur, diatur dalam pasal 290 KUHP yang berbunyi: 
“Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 
suatu kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum 
cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”29
C. Tindak Pidana Pedhofilia menurut Hukum islam 
Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini 
diciptakan saling berpasang-pasangan, dan hal ini yang menjadi tanda kekuasaan-
Nya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, merupakan 
juga pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas 
dalam Al-Quran dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung 
kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabadian 
ciptaan. Sebagai tanda kekuasaannya, maka jelaslah seksualitasnya mempunyai 
fungsi yang suci dan saklar. Hubungan antara jenis ini dalam Al-Quran juga 
menjadi objek yang diberi perhatian khusus dan sebagai sesuatu yang harus diatur 
dalam sedemikian rupa agar dapat dijalani dengan benar. Walaupun pada intinya 
Al-Quran tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual 
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29Republik Indonesia, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Parama Publising), h. 113
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sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi 
juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang 
khusus dimana pelanggarannya merupakan suatu dosa besar yaitu zina.30
Berbicara mengenai hukum islam perlu kita ketahui bahwa hukum islam 
termasuk dalam kategori hukum pidana khusus, artinya hukum pidana khusus 
merupakan hukum pidana di luar KUHP dan memiliki sejumlah ketentuan khusus 
(penyimpangan) terhadap KUHP. Pada dasaranya ketentuan-ketentuan dalam 
hukum pidana umum (KUHP) berlaku juga terhadap Undang-Undang di luar 
KUHPid  sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang di luar  KUHP
tersebut.31
Ajaran islam jelas melarang perilaku Pedhofilia karena prinsip pernikahan 
seks yang meniscayakan hubungan seks harus didasarkan ikatan pernikahan, 
sementara ikatan pernikahan diharuskan memenuhi persyaratan baliqh dan 
berakal. Artinya hubungan seks yang boleh dilakukan oleh orang yang telah 
dewasa. Dalam islam ukuran baliqh bagi seorang perempuan ialah sudah melewati 
masa iddah (haid) pertamanya setelah ia mengalami menstrubasi. 32
Jadi, untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana 
dalam hukum islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut. 
1. Secara Yuridis Normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang 
menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan 
hukuman. Aspek lain secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, 
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yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu 
yang di perintahkan oleh Allah swt.
2. Unsur Moral,  yaitu kesanggupan seseorang menerima sesuatu secara nyata 
mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut 
Mukallaf. Mukallaf adalah orang islam yang sudah baliqh dan berakal sehat. 
Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu 
diungkapkan bahwa hukum pidana islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Dari segi berat dan ringannya hukuman, maka hukum pidana islam dapat 
dibedakan menjadi :
a. Jarimah hudud
b. Jarimah qhisash 
c. Jarimah ta’zir
2. Dari segi unsur niat ada dua jarimah yaitu yang disengaja dana yang tidak 
disengaja. 
3. Dari segi mengerjakan, jarimah itu ada dua yaitu yang positif dan negatif 
4. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua yaitu perorangan dan kelompok 
5. Dari segi tabiat, jarimah terbagi menjadi dua yaitu bersifat biasa dan bersifat 
politik. 33
Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh 
kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan 
kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak 
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mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan 
secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu 
golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya 
untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya 
perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. 
Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), yang 
telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya 
melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.
Ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak 
demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil
yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan 
mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak 
hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi 
untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah 
terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.34
Dengan demikian, didalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, 
perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam 
penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik 
dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari 
sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung 
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kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak 
tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di 
masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah 
mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat
pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan sekstanpa 
persetujuan korban  dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan 
aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai,merendahkan, menyakiti atau 
melukai korban. Sisca & Moningka (2009) mengatakan bahwa kekerasan seksual 
yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena 
membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Angka 
kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya.
Mboiek (1992) dan Stanko (1996) mendefinisikan kekerasan seksual 
adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan lakilaki dan ditujukan kepada 
perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia 
merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima 
akibat buruk lainnya.
Suhandjati (2004) mengatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai korban 
kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan 
psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga 
sosial dan kultural. Bersamaan dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi 
kerugian harta benda.
The nation center on child abuse and neglect 1985, (Tower,2002) 
menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu:
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1. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
2. Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga.
3. Kekerasan Perspektif Gender
Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang 
sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak 
dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki 
berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki 
akibat gender ternyata melahirkan ketidak adilan dalam bentuk sub-ordinasi, 
dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotype. Bentuk ketidak adilan tersebut 
merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
Dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, 
fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup 
lama. Ada pula yang merasa terbatasi di dalam berhubungan dengan orang lain, 
berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan 
akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis 
yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk 
bunuh diri (Sulistyaningsih & Faturochman, 2002) 35
Penelitian yang dilakukan oleh MS Magazine (dalam Warshaw, 1994) 
menunjukkan bahwa 30% dari perempuan yang diindetifikasi mengalami 
perkosaan bermaksud untuk bunuh diri, 31% mencari psikoterapi, 22% 
mengambil kursus bela diri, dan 82% tidak dapat melupakan.
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BAB III
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2014 
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 
A. Pengertian Anak 
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang 
memiliki peranan strategisdan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan 
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. 
Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, 
diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat 
hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai 
penyelengaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. 36
Anak merupakan ujian bagi setiap orang tua sebagai firman Allah swt. 
dalam Q.s An-Anfal 18:28
                  
Terjemahnya: 
Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 
sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.37
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Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan 
merawat anak sejak dalam kandungan (pasal 45 ayat (1)). Dalam hal orang tua 
dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah 
wajib memenuhinya (ayat (2)). Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat (3)). Negara, 
pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir 
terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan 
kecacatan (pasal 46). Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib 
melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain (pasal 
47 ayat (1)). 
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik baiknya. Kewajiban orang tua yang maksud berlaku sampai anak itu kawin 
atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara 
kdua orang tua putus (pasal 45). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati 
kehendak mereka baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas. 38
Hukum kesejahteraan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1979. Hukum atau Undang-Undang kesejahteraan anak diperlukan dengan 
beberapa pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya 
telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
b) Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia 
perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertumbuh dan 
berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
c) Bahwa didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami 
hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
d) Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh 
anak sendiri.
e) Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan 
tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha 
kesejahteraan anak terjamin.
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 secara umum 
dikatakan: suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus 
mampu membentuk membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha 
ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi kegenarasi. Untuk 
menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang 
terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta keterampilan untuk 
melaksanakan tugas itu. Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda 
selaku generasi penerus manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang 
berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi 
ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, pandangan politik, dan pendapat pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau 
37
tingkat sosial, kaya atau miskin, keturunan atau statu. Mengingat, bahwa karena 
alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan 
perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum 
maupun sesudah mereka dilahirkan. 39
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 menyatakan, (1) anak 
berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih 
sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh 
dan berkembang dengan wajar. (2) anak berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik. (3) 
anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandunagan 
maupun sesudah dilahirkan. (4) anak berhak atas perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan wajar. Pasal 3 dalam keadaan yang membahayakan, 
anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan 
perlindungan. 
Pasal 4 (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh 
asuhan oleh negara atau orang atau badan. (2) pelaksanaan ketentuan ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 (1) anak yang tidak 
mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat 
tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur 
dengan lanjut dengan Peraturan Presiden. 
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B. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014
Dalam undang-undang nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 
undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap 
anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 
bakatnya (pasal 9 ayat 1). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatun 
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, 
tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain (pasal 9 ayat 1a).
selain mendapat hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), 
anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak 
yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat 
2). Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan 
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ( pasal 12). Setiap anak berhak 
untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/ atau aturan hukum 
yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi 
anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal ayat 1). 
Kemudian dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
anak tetap berhak :
a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua 
orang tuanya.
b. Mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan 
untuk proses tumbuh, kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan 
kemampuan, bakat dan minatnya.
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c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh 
hak anak lainnya.
(pasal 16 yat 2) : setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan publik. 
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata. 
c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial.
d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. 
e. Perlibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (pasal 15).40
Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa:
“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”
Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 
4). Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (pasal 5) 
dan hak untuk beribadah, berfikir, dan berekspresi (pasal 6).
Anak juga memilki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta 
menerima, mencari, dan memeberikan informasi demi pengembangan diri sesuai 
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 41
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Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu 
bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setia anak perlu 
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu upaya dilakukan 
perlindungan untuk mewujudkan kesehjahteraan anak dengan memberikan 
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan deskriminatif. 
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak 
asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan 
Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan baik yang bersifat 
internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui retivikasi Konvensi Internasional 
tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan 
Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The 
Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). 
Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang 
Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya 
hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya perlindungan 
terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak 
untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya 
dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya 
perlindungan terhadap Hak Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip
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hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak 
Anak. 
Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah 
menegaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lainpersoalan Anak 
yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak 
dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, Anak 
korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi, dan Anak dalam situasi konflik 
bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non-
diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak 
untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam pelaksanaannya Undang-Undang 
tersebut telah sejalan dengan amanat. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai 
manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak belum dapat berjalan 
efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan 
sektoral terkait dengan defenisi Anak. Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap 
Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan 
peningkatan komitmen dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta 
semua pemangku kepentingan yang terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak.
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Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak 
diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda 
bagi pelaku kejehatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta 
mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan 
sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Anak korban dan/atau Anak 
pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. 42
Hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia dan 
Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen 
internasional tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi Hak Anak merupakan 
instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma 
hukum, mengenai hak-hak anak yang mrupakan sebuah perjanjian internasional 
mengenai hak asasi manusia yang memasukan unsur-unsur hak-hak sipil dan 
politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 
Perumusahan naskah KHA dimulai sejak 1979 dan dalam waktu sepuluh 
tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir 
Konvensi dapat diterima dan setujui dengan suara bulat oleh majelis umum PBB. 
Sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1), KHA diberlakukan sebagai hukum HAM 
internasional pada 2 September 1990. 43
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BAB IV
ANALISI KOMPORATIF ANTARA HUKUM NASIONAL DENGAN 
HUKUM ISLAM
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilia  Dalam 
Undang-Undang  No.35 Tahun 2014  Tentang Perlindungan Anak
Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan  atau dihilangkan, 
tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam mendaparkan hak 
atas hidup  dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, 
bangsa, dan Negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan 
hak  asasi mutlak dan mendasar dan tidak boleh dikurangi satupun atau 
mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak 
tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia 
menginjak dewasa. 
Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala 
bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaraan, perlakuan buruk dan 
pelecehan seksual selama dalam masa pengasuhan anak tersebut (pasal 28 ayat 
(1)). Dalam halorang tua, wali atau pengasuh anak berhak melakukan segala 
bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaraan, perlakuan buruk dan 
pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak 
yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman (ayat 2). 
Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menyebutkan 
bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan 
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berlandaskan Undang Undang Dasar RepublikIndonesia tahun 1945 serta prinsip 
prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (pasal 2) : 
a. Non diskriminasi 
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang 
menyangkut anak  yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan 
legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang yang terbaik bagi anak 
harus menjadi pertimbangan utama.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi 
yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan orang tua. 
d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak 
untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan 
keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 
kehidupannya.
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berahlak mulia dan sejahtera. 44
Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan 
menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut,yang tidak selalau dapat 
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diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan 
penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama. 
Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi 
karena adanya unterrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 
Oleh sebab itu, Apabila kita mau mengetahui terjadinya perlindungan anak yang 
baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena 
mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan 
perlindungan anak.45
Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan 
kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, 
hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturanlain yang 
menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan 
penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar 
sesuai dengan hak asasinya.
Bismar siregar mengatakan bahwa: 
“masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi 
pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak 
semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih 
luas, yaitu ekonomi, sosial dan budayanya”.46
Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung 
dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dari psikis (pasal 15). Setiap 
anak berhak mendapat perlindungan hukum dari sasaran penganiyaan, penyiksaan 
atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat 1). Setiap anak 
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berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (ayat 2) . 
penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanyadapat dilakukan 
sebagai upaya terakhir (ayat 3). 
Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk (pasal 17 ayat 1):
a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 
dari orang dewasa.
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya pembinaan dari 
pekerja sosial, konsultasi dari psikologi dan psikiater atau bantuan dari 
ahli bahasa.
c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang 
obyektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum. 
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (ayat 2). Setiap anak yang 
menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum 
dan bantuan lainnnya termasuk bantuan medis, sisoal, rehabilitasi, vokasional dan 
pendidikan (pasal 18). Setiap anak berkewajiban untuk :
a. Menghormati orang tua, wali  dan guru.
b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
c. Mencintai tanah air.
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia. 
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Dalam hal orang tua, melalaikan kewajibannya terhadapnya dapat 
dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut (pasal 30 
ayat 1). Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh 
dilakukan melalui penetapan pengadilan (ayat 2). Salah satu orang tua, saudara 
kandung atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan 
kepengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa 
asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang 
kuat untuk itu (pasal 31 ayat 1). Apabila salah satu orang tua, saudara kandung 
atau keluarga sampai derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka 
pencabutan hak kuasa asuh orang tua, dapat juga diajukan oleh pejabat berwenang 
atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. 47
B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana 
Sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali 
menggambarkan  nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya pidana mengandung 
tata nilai  (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang 
tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan 
dan apa yang dilarang 
Sanksi pidana  sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan 
kemudian sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (Pengimbalan). Ia 
merupakan penderitaan yang sengaja dibebangkan kepada seorang pelanggar. 
Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (bizonder leed) kepada 
pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada 
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pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidan juga merupakan bentuk 
pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.48
Sehubungan dengan kajian penerapan sanksi pidana pencabulan anak 
dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang 
pengadilan anak, maka dikemukakan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 
1997 tentang pengadilan anak untuk menangani perkara yang tersangka/ 
terdakwanya anak anak pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah 
membentuk peraturan tentang itu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang pengadilan anak yang disahkan pada tanggal 3 januari 1997 dimuat dalam 
Lembaga Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini diberlakukan satu 
tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998. 49
Perkembangan hukum di Indonesia khususnya pada pelaksana pasal 23 
tentang sanksi pidana dan pasal 24 Tentang Tindakan dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dalam Praktik di Pengadilan yang 
berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pasti dikenakan sanksi sesuai 
dengan perbuatan yang dilakukannya. 
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa : 
“Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa 
yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus 
memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan 
seimbang.” 50
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Undang-Undang yang sering diberlakukan  untuk mengadili tindak pidana 
pedhofilia adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni 
pasal 292 tentang tindak pidana pencabulan. Tuntutan maksimal 5 tahun penjara 
yang dipandang oleh banyak aktifis pelindung anak sudah tidak relevan untuk 
memberikan efek jera bagi pelaku. 
Oleh karena itu, diberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
tentang perlindungan anak di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan 
masalah Pedhofilia, sebab Undang-Undang tersebut secara umum menjadi 
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapatkanperlindungan kekerasan.
Didalam Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman diatur pada 
pasal 24 pasal 24A, 24B, dan 24C pada Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. 
Perwujudan amanat ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 
tentang kekuasaan kehakiman yang harus menggantikan Undang-Undang Nomor. 
4 tahun 2004 tantang kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan operasional kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan yang dimaksud 
merupakan suatu kaidah yang berisi suatu hak, yaitu hak untuk menentukan 
hukum, sehingga dapat diartikan kekuasaan sebagai kaidah yang mengandung 
makna perkenaan atau kebolehan untuk bertindak. 
Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara 
khusus bentuk perlindungan untuk mencegah dan penanggulangan kejahatan 
terhadap anak-anak yaitu tentang kejahatan yang berupa kekerasan terhadap anak-
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anak, khususnya dalam masalah kasusu pencabulan pada anak-anak. Ketentuan 
yang mengatur dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada anak-anak 
terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Sedangkan dalam KUHP pengaturan tersebut terdapat pada 
Pasal 290, 292, 293, 294, 295. Adapun bunyi dari Pasal-pasal dalam KUHP 
tersebut di atas sebagai berikut :
Pasal 290 KUHP
”Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 
Ke-1. Barangsiapa melakukan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa 
orang itu pingsan atau tidak berdaya. 
Ke-2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui 
atau sepatutunya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau 
kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk dikawin. 
Ke-3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya diduga, 
bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya ternyata, belum 
mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya 
perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain”.
Pasal 292 KUHP : ”Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul 
dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutunya harus diduga, bahwa belum 
cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. 
Pasal 293 ayat (1) KUHP :”Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang 
atau barang,menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, 
ataudengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur 
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danbaik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukanperbuatan 
cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itudiketahui atau 
selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjarapaling lama lima tahun”.
Pasal 294 ayat (1) KUHP
”Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak 
angkat, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan 
orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya 
diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum 
cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
Pasal 295 ayat (1) KUHP:
Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja 
menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh 
anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya 
yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang 
pemeliharaannya pendidikannya, pendidikan atau penjagannya diserahkan 
kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup 
umur, dengan orang lain. 
Ke- 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan 
sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali 
tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum 
cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan 
orang lain.
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Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan juga terdapat pada Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun 
bunyi dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak sebagai berikut :
Pasal 82
”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
300.000.000, 00 (tiga ratus juga rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, 
00 (enam puluh juta rupiah)”.51
Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia 
mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun 
televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: 
kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat 
korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks 
komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di 
Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan 
anak.
Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat 
membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas 
perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen 
masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah 
telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat 
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memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai 
bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan orangtua.
Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi 
kewajiban dan tanggung jawab:
1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, 
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, 
urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak 
denganmemperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain 
yangsecara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan 
mengawasipenyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikanpendapat 
sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).
Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang 
meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan 
merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik 
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pemerintah maupun masyarakat. Penegak hukum di pengadilan merupakan salah 
satu upaya untuk memiliki beban dalam upaya penegakan hukum di pengadilan 
adalah hakim. Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil 
dalam perkara pencabulan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya 
tindak pidana pencabulan.
Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut 
Undang -UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak salah satunya 
adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan sesuai 
dengan sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 52
C. Pandangan hukum Islam
Pandangan hukum Islam terhadap korban tindak pidana Phedofilia dalam 
Secara tegas dan jelas syara’ telah menyatakan dalam nas tentang  hukuman 
jarimah ini. Untuk jarimah zina terdapat dalam QS Al Isra/ 17: 32 yakni sebagai 
berikut:


Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”53
Nas tersebut menunjukkan betapa zina itu adalah perbuatan keji dan 
diharamkan, dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar 
hukum (tidak didahului oleh akad nikah) akan dihukum dengan hukum 
pengasingan, hukuman, dera dan hukuman rajam. Sanksi pidana yang dijatuhkan 
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atas sipezina berbeda-beda menurut keadaan pezina itu sendiri. Jika sipezina 
seorang muhshan (sudah bersuami atau beristri), maka sanksi pidana terhadapnya 
ditetapkan oleh hadis rasul yaitu ‘asif (seorang buruh yang bersetubuh dengan istri 
majikannya) hadis ma’iz dan hadis ghamidiyyah yaitu dibunuh mati dengan 
lemparan-lemparan batu (rajam). Pezina yang tidak muhshan yang masih bikr 
(belum bersuami atau belum beristri) maka sanksi pidananya telah ditetapkan 
dalam alquran sendiri dalam surah an-Nuur Ayat 2, yaitu dicambuk 100 kali.
Hukuman rajam bagi perempuan yang bersuami yang melakukan zina 
dalam hadis riwayat muslim 5/116.
ا ُﻦْﺑ ُﺮَﻤُﻋ َلَﺎﻗ ُلُﻮَﻘﯾ ٍسﺎﱠﺒَﻋ َﻦْﺑ ِ ﱠﷲ َﺪْﺒَﻋ َﻊِﻤَﺳ ُﮫﱠَﻧأ َﺔَﺒْﺘُﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪَْﯿﺒُﻋ ﻦﻋ َﻰﻠَﻋ ٌِﺲﻟﺎَﺟ َﻮُھَو ِبﺎﱠﻄَﺨْﻟ
 َ ﱠﷲ ﱠِنإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر َِﺮﺒْﻨِﻣ َبَﺎﺘِﻜْﻟا ِﮫْﯿَﻠَﻋ َلَﺰَْﻧأَو ﱢﻖَﺤْﻟِﺎﺑ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ اًﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺚََﻌﺑ َْﺪﻗ 
 ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر َﻢَﺟََﺮﻓ ﺎَھَﺎﻨَْﻠﻘَﻋَو ﺎَھَﺎﻨْﯿَﻋَوَو ﺎَھَﺎﻧْأََﺮﻗ ِﻢْﺟ ﱠﺮﻟا َُﺔﯾآ ِﮫَْﯿﻠَﻋ َلِﺰُْﻧأ ﺎ ﱠﻤِﻣ َنﺎََﻜﻓ َو َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ  َﺎﻨْﻤَﺟَر
 ِﺑ اﻮﱡﻠَِﻀَﯿﻓ ِ ﱠﷲ ِبَﺎﺘِﻛ ﻲِﻓ َﻢْﺟ ﱠﺮﻟا ُﺪَِﺠﻧ ﺎَﻣ ٌِﻞﺋَﺎﻗ َلُﻮَﻘﯾ َْنأ ٌنﺎَﻣَز ِسﺎﱠﻨﻟِﺎﺑ َلﺎَط ِْنإ ﻰَﺸَْﺧَﺄﻓ ُهَﺪَْﻌﺑ ُ ﱠﷲ ﺎََﮭﻟَﺰَْﻧأ ٍﺔَﻀﯾَِﺮﻓ ِكَْﺮﺘ
ﻟا ْﻦِﻣ َﻦَﺼَْﺣأ اَِذإ َﻰﻧَز ْﻦَﻣ َﻰﻠَﻋ ﱞﻖَﺣ ِ ﱠﷲ ِبَﺎﺘِﻛ ِﻲﻓ َﻢْﺟ ﱠﺮﻟا ﱠِنإَو َْوأ َُﻞﺒَﺤْﻟا َنﺎَﻛ َْوأ َُﺔﻨﱢَﯿﺒْﻟا ْﺖَﻣَﺎﻗ اَِذإ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟاَو ِلﺎَﺟ ﱢﺮ
 ُفاَِﺮﺘْﻋِﻻا
Artinya:
“Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa ia pernah mendengar 
Abdullah bin Abbas RA mengatakan, bahwa Umar bin Khaththab pernah 
berkata, sambil duduk diatas mimbar Rasulullah, sesungguhnya Allah 
subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad saw dengan kebenaran dan 
Allah pun menurunkan al-Qur'an kepadanya. Diantara ayat yang 
diturunkan kepada beliau adalah ayat yang menerangkan tentang 
hukuman rajam. Kami selalu membaca, menjaga, dan memelihara ayat 
tersebut. Rasulullah saw telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan 
kami pun tetap melaksanakannya sepeninggal beliau. Aku merasa 
khawatir suatu saat nanti akan ada seseorang yang berkata, 'Kami tidak 
menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah.' Lalu mereka akan 
menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah 
diperintahkan Allah. Sesungguhnya dalam al-Qur'an hukuman rajam pasti 
untuk orang yang berzina yang sudah menikah baik lelaki ataupun 
perempuan jika telah terbukti (berupa kehamilan atau pengakuan)."54
                                                          
54Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim 
(Kampung Sunnah: Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 1041
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Zina secara harfiah berarti fashiyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam 
pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang 
perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para 
fuqaha (ahli hukum Islam) mengertikan zina yaitu melakukan hubungan seksual 
dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang 
dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. Dasar 
hukumnya terdapat dalam QS An-Nuur/4: 2
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Terjemahnya:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(Pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman”.55
Perempuan dan laki-laki yang berzina pada ayat di atas adalah orang-orang 
yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu diketahui 
bahwa hukuman orang yang berzina apabila sudah pernah menikah adalah rajam. 
Segolongan ulama dari kalangan baik pezina yang muhshan maupun pezina yang 
tidak muhshan maka hukuman yang dijatuhkan atas mereka hanyalah hukuman 
yang Allah tetapkan dalam al-Qur’an dengan jalan mutawatir untuk mengambil 
hadis-hadis Ahad yang mungkin telah terjadi kehilapan atau kedustaan pada 
                                                          
55Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 488
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perawi-perawinya, sebagaimana tidak boleh membatalkan hukum-hukum al-
Qur’an dengan  hadis-hadis ahad. 
Sanksi pidana yang dijatuhkan atas sipenuduh yang menuduh isteri 
berzina, sedang dia tidak sanggup membawa 4 (empat) orang sanksi untuk 
membenarkan tuduhannya ialah dicambuk 80 (delapan puluh kali) dan 
dipandangnya sebagai seorang yang tidak adil sepanjang masa hukuman ini 
ditetapkan dalam surah An-Nuur Ayat 24.56  Untuk jarimah qazdaf nash tentang 
hukumannya terdapat dalam QS An-Nur /24: 4 

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Terjemahnya:
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu 
terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-
orang yang fasik”.57
Ayat tersebut menjelaskan bahwa qadzaf (menuduh) perempuan yang baik 
baik melakukan perbuatan zina adalah merupakan salah satu perbuatan yang 
masuk dalam kategori tindak pidana dan diancam dengan hukuman had dan 
hukuman tambahan berupa tidak boleh menjadi saksi seumur hidup.
Dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang yang dituduh harus orang baik-
baik agar had menuduh berzina dapat diberlakukan.58 Syariat Islam diturunkan 
                                                          
56Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pidana Mati Dalam Syariat Islam, h.12
57Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 488
58Mustofa Hasan dan Beny Ahmad Saebani, “Fikih Jinayah” Dilengkapi dengan Kajian 
Hukum Pidana Islam, h. 261
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oleh Allah Swt untuk melindungi makhluk manusia termasuk harkat dan 
martabatnya. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabatnya baik 
secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh pencipta 
manusia yaitu Allah swt. Perbuatan zina seperti dikemukakan di atas merupakan 
perbuatan yang keji dan sangat tercela. Menuduh seseorang melakukan perbuatan 
zina baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk tulisan yang 
mengakibatkan nama baiknya tercemar. Oleh karena itu, syariat Islam melarang
membiarkan seseorang melakukan perbuatan yang keji dan dilarang oleh hukum 
Islam. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan 
kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman 
masyarakat. 
Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama 
yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum 
tersebut. Atas dasar itu haruslah dipahami bahwa hukum Islam tidak hanya 
kumpulan peraturan konkret dari zaman lampau melainkan juga harus dilihat 
sebagai asas-asas umum dan nilai-nilai universal yang dapat berijtihad di dalam 
berbagai kondisi yang berubah. Meskipun benar bahwa al-Qur’an adalah sebuah 
kitab agama dan ajaran-ajaran moral, tidak diragukan lagi bahwa ia memuat 
unsur-unsur legislasi dalam mengemukakan pesan-pesannya, nabi secara terus 
terang ingin meninggalkan nilai-nilai dan institusi pra Islam, tapi hanya sejauh 
ketika ia berusaha membangun sekali dan untuk selamanya dasar-dasar agama 
baru. Secara pragmatis, ia tidak bisa lari dari seluruh praktik dan institusi sosial 
yang dominan pada masanya.
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Cara Preventif pencegahan anak dilindungi sejak dalam kandungan
Dalam Islam juga terdapat beberapa hak-hak anak yang termuat di dalam 
firman Allah swt. sebagai berikut:59
1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, 
jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan QS at-
Thalaq/65: 6
           
             
         
Terjemahnya:
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan 
jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 
baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain 
boleh menyusukan (anak itu) untuknya60.
2. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan 
maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi dan 
berdasarkan QS al-Isra/17: 31
                  
 
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Terjemahnya:
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut 
kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan 
juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu 
dosa yang besar.61
3. Hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu). Hal ini terdapat dalam 
QS al-Baqarah/2: 233
                 
               
              
                    
                       
  
Terjemahnya:
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 
kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah 
bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.62
                                                          
61Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 388
62Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 47
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Berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh 
pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam 
kandungan bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal 
karena Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin 
masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara.
1. Kewajiban Anak
Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), 
keharusan, tugas yang harus dilakukan. Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 5 hal 
kewajiban anak di Indonesia yang semestinya dilakukan yaitu:
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.63
Anak wajib menghormati orang tua karena ayah dan ibu lebih berhak 
dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, seorang 
anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang 
tuanya.64 Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS al-Isra/17: 23
                                                          
63Lihat Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
64M. Nasri Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, h. 22
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                  
             
Terjemahnya:
Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 
sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 
sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali 
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan 
janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang mulia.65
A. Asas-asas Hukum Perlindungan Anak
Asas hukum sering dikatakan sebagai jantung dari peraturan 
hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya 
peraturan hukum dan peraturan hukum yang pada akhirnya akan 
dikembalikan pada asas-asas hukum tersebut.66 Sehingga meletakkan asas 
hukum perlindungan anak menjadi prasyarat untuk mengelompokkan 
hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari subsistem hukum 
acara pidana. 
Asas penyelenggaraan perlindungan anak  yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang ini berdasarkan kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia 1945 dan prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak. 
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak juga mengemukakan asas-asas perlindungan anak sebagai berikut:67
1. Asas belum dewasa.
                                                          
65Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 370
66Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 204
67Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak 
(Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 141-145
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Asas belum dewasa menjadi syarat dalam ketentuan untuk 
menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas 
belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas 
usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban atas 
suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-
undang Pengadilan Anak dapat dibedakan dalam 3 kategori 
sebagai berikut:
a) Anak yang berusia di bawah 8 tahun.
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
dinyatakan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana, tetapi 
ketika tindak pidana tersebut dilakukan anak belum berusia 8 tahun 
maka kepada anak tidak dapat diadakan penuntutan sehingga anak 
sebagai pelaku hanya diberi teguran dan nasihat agar tidak mengulangi 
perbuatannya. Kemudian anak dikembalikan kepada orang tua.
b) Anak yang berusia di bawah 8˂12 tahun.
Jika dilihat dari segi pertanggungjawaban atas tindakan pidana 
yang dilakukan, seorang anak yang berusia antara 8 tahun hingga 12 
tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke depan 
persidangan. Namun, anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi 
hukuman, ataupun dilakukan penahanan terhadap dirinya. Anak dalam 
kategori usia ini juga dianggap belum dapat bertanggungjawab atas 
perbuatan yang dilakukannya. Sehingga anak dalam kategori ini  hanya 
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dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, ditempatkan 
di departemen sosial atau lembaga sosial lainnya serta menjadi anak 
negara jika perbuatan yang dilakukannya diancam hukuman mati 
dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c) Anak yang berusia 12 ˂ 18 tahun.
Untuk anak yang berusia 12 ˂ 18 tahun sudah mulai dianggap 
dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak 
yang melakukan tindak pidana dalam kategori ini sudah dapat ditahan 
dan divonis berupa hukuman penjara yang lamanya dikurangi setengah 
dari pidana orang dewasa. Namun, proses hukum yang dijalani anak 
harus berbeda dari orang dewasa, mulai dari penyidikan yang 
dilakukan oleh penyidik anak, hingga proses pengadilan yang 
dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum oleh hakim anak, di 
ruang sidang khusus anak.
2. Asas keleluasaan pemeriksaan.
Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksudkan yaitu 
dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, 
hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan 
tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi 
anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Asas 
keleluasaan ini bertujuan untuk meletakkan kemudahan dalam 
sistem peradilan anak yang diakibatkan ketidakmampuan rasional, 
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fisik/jasmani, dan rohani atau keterbelakangan yang didapat secara
kodrat dalam diri anak.
3. Asas probation atau pembimbingan kemasyarakatan.
Kedudukan probation dan social worker yang 
diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan 
ketidakmampuan seorang anak dalam sebuah proses peradilan 
anak. Ketentuan peradilan anak dengan adanya Undang-undang  
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah hukum 
acara pidana anak yang diposisikan dengan ketentuan asas lex 
spesialis de rogat lex generalis.
Cara Refresif 
Oleh karena itu, dalam  upaya pemenuhan hak anak yang terdapat 
dalam  Konvensi Hak Anak mempunyai empat prinsip umum  
perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam 
menyelenggarakan perlindungan anak yaitu:
1. Prinsip Nondiskriminasi
Prinsip nondiskriminasi menegaskan  bahwa hak-hak anak 
yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan sama 
kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apapun. Tidak 
boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap anak. Prinsip ini ada 
dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat (1) berbunyi Negara-
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negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan 
dalam  konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah 
hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa 
memandang ras, warna kulit, jensi kelamin, bahasa, agama, 
pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul 
kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, 
kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari 
orang tua walinya yang sah. Sementara itu, ayat (2)  menyatakan 
Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang 
perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk 
diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, 
pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, 
walinya yang sah atau anggota keluarganya.68 Dengan prinsip 
tersebut dimaksudkan tidak ada pembedaan perlakuan terhadap 
anak apapun alasannya.
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Pasal 3 ayat (1) berbunyi dalam semua tindakan yang 
menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 
kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga 
peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, kepentingan 
yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.69
                                                          
68Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, h. 29
69Lihat Konvensi Hak Anak Pasal 3 Ayat  (1 )
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Dengan demikian semua bentuk perlindungan dan perlakuan 
siapa pun terhadap anak hendaknya mengutamakan pertimbangan 
yang terbaik bagi anak, bukan apa yang terbaik bagi orang dewasa. 
Sebab, biasanya orang dewasa melihat kepentingan anak hanya 
dari perspektif kepentingan orang dewasa sehingga solusi yang 
ditawarkan pun tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi 
anak.70
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak
Komite hak anak melihat bahwa kelangsungan hidup dan 
perkembangan anak merupakan konsep yang holistic karena 
sebagian besar isi konvensi berangkat dari masalah perkembangan 
dan kelangsungan hidup anak. Pasal 6 ayat (1) menyatakan 
Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak 
yang melekat atas kehidupan. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) 
menyatakan Negara-negara semaksimal mungkin akan menjamin 
kelangsungan hidup dan perkembangan anak.71
Demi menjaga perkembangan anak setidaknya ada lima aspek 
perkembangan anak yang perlu diperhatikan yaitu perkembangan 
fisik, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, 
khususnya pendidikan bagi anak-anak cacat, perkembangan moral 
dan spiritual, perkembangan sosial, terutama menyangkut hak 
                                                          
70Musdah Mulia, Islam Hak  Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, h. 241
71Lihat Konvensi Hak Anak Pasal 6 Ayat (1) dan (2)
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untuk memperoleh informasi, menyangkut pendapat dan berserikat 
serta perkembangan budaya.72
4. Prinsip Menghargai Pandangan Anak
Pasal 12 ayat (1) menyatakan negara-negara peserta akan 
menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan 
memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka 
secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan 
pandangan-pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia 
dan kematangan anak.73
Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi 
kepribadian. Ole sebab itu, dia tidak bias hanya dipandang dalam 
posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia 
pribadi otonomi yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, 
obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.
Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan anak adalah 
cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak 
sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian 
adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang 
paling utama.74
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73Lihat Konvensi Hak Anak Pasal 12 Ayat (1)
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan 
1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhofilia
Pandangan hukum Nasional terhadap korban tindak pidana Phedopilia di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dikenal 
sebagai pedhofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan 
dengan seorang dibawah umur. Sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak, perbuatan cabul, termasuk terhadapat anak dibawah 
umur, diatur dalam pasal 290 KUHP.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedhofilia
Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini 
diciptkan saling berpasang-pasangan, dan hal ini yang menjadi tanda kekuasaan-
Nya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, merupakan 
juga pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas 
dalam Al-Quran dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung 
kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabadian 
ciptaan. Sebagai tanda kekuasaannya, maka jelaslah seksualitasnya mempunyai 
fungsi yang suci dan saklar. Hubungan antara jenis ini dalam Al-Quran juga 
menjadi objek yang diberi perhatian khusus dan sebagai sesuatu yang harus diatur 
dalam sedemikian rupa agar dapat dijalani dengan benar. Walaupun pada intinya 
Al-Quran tidak hanya menetapakan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual 
sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi 
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juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang 
khusus dimana pelanggarannya merupakan suatu dosa besar yaitu zina.
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penyususun mengaharapkan saran 
agar kiranya semua lapisan masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum 
harus memahami dampak buruk  terhadap korban tindak pidana pedhofilia agar 
saling bahu membahu untuk menjaga hak asasi setiap manusia khususnya bagi 
perempuan dan anak dibawah umur, dan tatkala penting adalah kita negara hukum 
harus sadar akan kepastian hukum harus diberlakukan sesuai koridornya tanpa 
pandang buluh. 
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